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ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji penerapan konsep restorative justice dalam sistem 

peradilan pidana militer Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, 

yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach), analisis difokuskan pada regulasi tekstual UU 31/1997, literatur 

sekunder, serta kajian yurisprudensi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU 31/1997 

belum memuat ketentuan eksplisit mengenai restorative justice, sistem peradilan militer 

masih berlandaskan paradigma retributif yang menekankan penjatuhan sanksi pidana. 

Meskipun demikian, terdapat ruang konseptual untuk mengintegrasikan mekanisme 

restorative justice seperti mediasi, konferensi korban, dan program rehabilitasi terutama 

pada kasus pelanggaran yang tidak mengganggu kepentingan militer. Hambatan utama 

meliputi budaya militer yang menekankan disiplin hierarkis, keterbatasan kerangka 

prosedural, serta kurangnya regulasi pelaksanaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

reformasi normatif dan kebijakan operasional diperlukan untuk mewujudkan pendekatan 

restorative justice dalam peradilan militer, yang dapat meningkatkan kepuasan korban, 

mengurangi recidivism dan memperkuat legitimasi institusi militer. 

KATA KUNCI: Restorative justice, Peradilan Militer, Reformasi Peradilan, Sistem 

Hukum Indonesia. 

 

PENDAHULUAN 

Sistem peradilan pidana militer di Indonesia dibentuk untuk menegakkan disiplin dan 

keamanan internal angkatan bersenjata, sekaligus melindungi kepentingan negara strategis 

(Lakbanu, Asa & Resopijani, 2024). Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan 

Militer (UU 31/1997) menjadi landasan utama yang mengatur prosedur, hak, dan kewenangan 

pengadilan militer. Meskipun UU 31/1997 telah mengalami beberapa amandemen, kerangka 

hukumnya tetap bersifat retributif, menekankan pada penjatuhan sanksi pidana sebagai respons 

utama terhadap pelanggaran (Kurniawan, 2020). 

Di sisi lain, konsep restorative justice menjadi paradigma alternatif yang menekankan 

pemulihan kerugian, partisipasi korban, pelaku, serta komunitas, serta pencarian solusi yang 
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bersifat rekonsiliasi (McCold & Wachtel, 2020). Di Indonesia, penerapan restorative justice 

telah mulai diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana umum, terutama melalui Program 

Penyelesaian Alternatif (PPA) dan mediasi korban (Suparno, 2021). Namun, keberadaan dan 

potensi integrasi konsep ini dalam konteks militer masih terbatas dan belum mendapat perhatian 

khusus dalam regulasi formal (Sari, 2022).  

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mekanisme restorative justice dapat 

mengurangi tingkat recidivism, meningkatkan kepuasan korban, serta memperkuat kepercayaan 

publik terhadap institusi peradilan (Van Wormer, 2022). Di tingkat militer, Jones, (2023) 

menyoroti keberhasilan program mediasi dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin ringan di 

angkatan bersenjata Amerika Serikat, yang menghasilkan pengurangan sanksi penjara dan 

peningkatan reintegrasi anggota. Temuan tersebut relevan untuk konteks Indonesia, mengingat 

adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan keamanan dengan hak asasi manusia 

dan kepentingan korban. Meskipun terdapat potensi manfaat, implementasi restorative justice di 

lingkungan militer menghadapi hambatan struktural. Budaya militer yang menekankan hierarki, 

kepatuhan, dan rahasia operasional dapat menolak praktik yang dianggap “lemah” atau 

“mengganggu disiplin” (Lee, 2021). Selain itu, tidak adanya landasan hukum yang jelas 

memperburuk ketidakpastian bagi hakim militer dan pihak terkait dalam menerapkan 

mekanisme alternatif (Lakbanu et al., 2024). 

Berangkat dari gap antara kebutuhan reformasi peradilan militer dan ketersediaan 

kerangka normatif yang mendukung restorative justice, penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis sejauh mana UU 31/1997 mengatur atau membuka ruang bagi penerapan 

restorative justice. Mengidentifikasi kendala normatif, prosedural, dan budaya dalam 

implementasi restorative justice di peradilan militer dan menawarkan rekomendasi kebijakan 

yang dapat memfasilitasi integrasi restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara 

pidana militer. Pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama adalah bagaimana pengaturan 

dan penerapan konsep restorative justice dalam sistem peradilan pidana militer Indonesia 

berdasarkan UU 31/1997, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasinya. 

Kerangka teoritik yang digunakan mengacu pada literatur restorative justice sebagai 

pendekatan yang menekankan dialog, akuntabilitas, dan pemulihan (McCold & Wachtel, 2020). 

Konsep ini diposisikan berlawanan dengan paradigma retributif tradisional, yang berfokus pada 

punitifitas dan kepastian hukum (Van Wormer, 2022). Dalam konteks militer, “restorative” 

dapat diartikan sebagai proses yang tidak hanya memulihkan kerugian fisik atau materi, tetapi 

juga memulihkan kepercayaan dan kohesi unit militer (Jones, 2023). Studi ini berkontribusi 

pada literatur hukum militer Indonesia dengan menyoroti kekosongan regulasi restorative 

justice dan mengusulkan jalur reformasi yang berbasis pada prinsip hak asasi manusia serta 

efikasi operasional militer. Selain itu, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

pembuat kebijakan, praktisi hukum militer, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan 

peradilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban serta pelaku. 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis 

dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis penerapan 

restorative justice dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Data primer berupa 
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regulasi dan putusan pengadilan serta data sekunder berupa literatur lima tahun terakhir 

dikumpulkan melalui studi dokumen dari portal resmi dan basis data akademik. Data tersebut 

dianalisis menggunakan metode deskriptif, komparatif, dan sintesis kualitatif yang didukung 

oleh kerangka hermeneutika legal serta matriks konseptual, dengan tetap menjaga validitas 

melalui triangulasi sumber dan peer review. 

 

 

 

 

 

 

HASIL & PEMBAHASAN 

Analisis Isi UU 31/1997 dalam Perspektif Restorative justice 

Hasil analisis terhadap teks Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menunjukkan bahwa 

seluruh bab yang mengatur prosedur persidangan, hak terdakwa, dan sanksi bersifat retributif. 

Tidak terdapat pasal yang secara eksplisit mengatur mediasi, konferensi korban, atau program 

rehabilitasi yang bersifat partisipatif (Lakbanu et al., 2024). Pasal 30 ayat 1 menegaskan bahwa 

hakim militer wajib “menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan pidana yang 

dilakukan” tanpa memberikan ruang bagi alternatif penyelesaian. Hal ini mencerminkan 

pendekatan hukum yang menekankan pada penegakan hukum yang keras dan punitif, di mana 

sanksi menjadi fokus utama. 

Namun, pada Pasal 32 terdapat ketentuan tentang “pembinaan” bagi pelaku yang dapat 

diinterpretasikan secara luas sebagai peluang untuk program rehabilitasi (Sari, 2022). Penafsiran 

ini sejalan dengan konsep restorative justice yang menekankan reintegrasi pelaku ke dalam 

komunitas. Konsep ini menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dalam menangani 

pelanggaran, di mana fokusnya tidak hanya pada hukuman, tetapi juga pemulihan hubungan 

sosial dan kerugian yang diderita oleh korban. Dengan demikian, terdapat potensi untuk 

mengembangkan mekanisme restorative justice dalam sistem peradilan militer, meskipun saat 

ini belum diakomodasi secara resmi dalam regulasi yang ada. 

 

Kesesuaian Regulasi dengan Prinsip Restorative justice 

Guna lebih memahami kesesuaian regulasi dengan prinsip restorative justice, dilakukan 

analisis menggunakan matriks konseptual yang membandingkan empat elemen utama 

restorative justice, yaitu damai, partisipasi, reparasi, dan reintegrasi, dengan ketentuan yang 

terdapat dalam UU 31/1997. 

Tabel 1. Hasil Analisis Matriks Konseptual 

No Elemen Restoratif Temuan dalam UU 31/1997 Kesesuaian 

1 Mediasi Tidak ada ketentuan eksplisit Tidak sesuai 

2 Konferensi korban Tidak diatur Tidak sesuai 

3 Reparasi (ganti rugi) 
Ada ketentuan ganti rugi dalam Pasal 35, 
fokus pada kerugian negara 

Parsial 

4 Reintegrasi Terdapat Pasal 32 tentang pembinaan Sebagian sesuai 

 

Tabel 1 merupakan temuan penelitian ini yang memperkuat argumen Kurniawan, (2020) 

yang menyatakan bahwa sistem peradilan militer Indonesia masih terfokus pada sanksi 
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hukuman tanpa mekanisme alternatif yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun 

terdapat upaya untuk menciptakan program rehabilitasi. ketidakjelasan regulasi tetap menjadi 

penghalang untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip restorative justice secara efektif. 

 

Praktik Restorative justice dalam Kasus Militer di Indonesia 

Dalam praktik, terdapat beberapa contoh penerapan prinsip restorative justice di 

lingkungan militer. Studi kasus yang diambil dari putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 

123/PK/2021 menunjukkan bahwa dalam beberapa perkara ringan, misalnya pelanggaran 

disiplin tanpa unsur kekerasan, hakim militer mengaplikasikan program pembinaan yang 

meliputi konseling psikologis dan pelatihan kembali (Lakbanu et al., 2024). Praktik ini, 

meskipun tidak secara resmi disebut sebagai “mediasi”, mencerminkan elemen-elemen 

restorative yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Lebih jauh lagi, laporan internal Kementerian 

Pertahanan tahun 2022 menunjukkan percobaan Program Mediasi Korban pada kasus 

penyerangan sesama prajurit, yang melibatkan mediator internal militer. Hasil evaluasi awal 

dari program ini menunjukkan peningkatan kepuasan korban serta penurunan permintaan 

hukuman penjara. Ini menunjukkan potensi besar untuk menerapkan mekanisme restorative 

justice dalam konteks militer, mengingat bahwa kepuasan korban merupakan indikator penting 

dalam menilai efektivitas sistem peradilan (Iskandar, 2023).  

Penerapan prinsip ini di lingkungan militer sebenarnya memiliki urgensi yang mendalam 

untuk menjaga soliditas organisasi. Dalam sebuah lingkungan yang mengutamakan hierarki dan 

kerja sama tim, pendekatan punitif atau pemidanaan yang kaku sering kali justru merusak 

kohesi unit. Ketika seorang prajurit dijatuhi hukuman penjara untuk pelanggaran ringan, 

dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh individu tersebut, melainkan juga mereduksi 

efektivitas kesiapan operasional satuan. Oleh karena itu, pendekatan restorative justice hadir 

sebagai alternatif yang lebih humanis dan taktis. Perlu dipahami bahwa restorative justice di 

militer tidak berarti melonggarkan disiplin, melainkan mengalihkan fokus dari sekadar 

penghukuman menjadi pemulihan tanggung jawab. Konseling psikologis yang diberikan dalam 

putusan MA Nomor 123/PK/2021 membuktikan bahwa pemulihan kondisi mental prajurit 

merupakan langkah preventif yang jauh lebih efektif dibandingkan pengurungan di lembaga 

pemasyarakatan militer. Prajurit yang dibina kembali melalui proses ini cenderung 

menunjukkan tingkat residivisme yang lebih rendah dibandingkan mereka yang hanya 

menjalani hukuman kurungan tanpa proses rehabilitasi mendalam (Sari, 2022).  

Keberhasilan program mediasi internal di Kementerian Pertahanan juga menegaskan 

bahwa peran mediator sangat krusial dalam menengahi konflik horizontal. Mediator internal 

militer, yang memahami budaya dan kode etik prajurit, mampu memfasilitasi dialog yang jujur 

antara pelaku dan korban. Proses ini memberikan ruang bagi pelaku untuk mengakui kesalahan 

mereka secara tulus, sementara korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak dari 

tindakan tersebut, yang secara psikologis membantu proses pemulihan trauma (Nugroho, 2023). 

Keseimbangan inilah yang menjadi fondasi utama bagi efektivitas peradilan militer di masa 

depan. Lebih lanjut, integrasi nilai-nilai ini dapat menjadi bagian dari kurikulum pendidikan 

militer untuk membangun kesadaran akan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai 

(Prabowo, 2023). Dengan demikian, prajurit tidak lagi melihat pengadilan hanya sebagai ajang 

penjatuhan sanksi, melainkan sebagai ruang untuk memperbaiki diri demi kepentingan satuan 

dan negara. Potensi ini harus didukung dengan regulasi yang lebih jelas agar praktik restorative 

justice dapat diterapkan secara konsisten di seluruh matra TNI. Dengan dukungan kebijakan 

yang tepat, sistem peradilan militer akan menjadi lebih progresif dan mampu beradaptasi 

dengan tuntutan keadilan modern tanpa mengabaikan disiplin militer yang ketat. Ini merupakan 
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langkah strategis dalam mewujudkan sistem peradilan yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan 

dalam bingkai profesionalisme militer (Wibowo, 2023). 

 

Hambatan Implementasi Restorative justice 

Meskipun terdapat praktik yang menjanjikan, implementasi restorative justice dalam 

peradilan militer masih dihadapkan pada sejumlah hambatan serius (Lee, 2021). Hambatan 

pertama berakar dari kuatnya budaya militer yang menekankan hierarki dan kepatuhan, 

sehingga menghalangi praktik dialog terbuka dan memicu resistensi internal karena mediasi 

kerap dipandang sebagai bentuk kelemahan. Selain itu, ketiadaan kerangka prosedural yang 

jelas membuat hakim militer ragu untuk mengadopsi mekanisme alternatif ini, yang pada 

gilirannya berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum serta pelanggaran hak asasi manusia. 

Dari segi operasional, pelaksanaan program restoratif juga terkendala oleh keterbatasan sumber 

daya; mekanisme ini membutuhkan mediator terlatih, fasilitas khusus, dan dukungan psikologis 

yang sering kali tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran maupun sumber daya manusia 

di lingkungan militer (Kurniawan, 2020). Tantangan ini semakin diperberat oleh adanya 

peraturan internal yang berbenturan, di mana beberapa regulasi justru menekankan penegakan 

disiplin secara cepat tanpa melalui proses mediasi, sehingga secara implisit menolak pendekatan 

restoratif dan menuntut perlunya revisi regulasi guna menciptakan ruang yang memadai bagi 

penerapan mekanisme tersebut.  

Lebih jauh lagi, tantangan sosiologis di dalam tubuh organisasi militer sering kali 

menciptakan stigma negatif terhadap prajurit yang terlibat dalam proses mediasi. Banyak pihak 

di internal militer khawatir bahwa pergeseran dari paradigma pemidanaan ke pendekatan 

pemulihan akan mengikis rasa takut terhadap hukum disiplin, yang pada akhirnya dapat 

mengancam kesiapan operasional satuan. Ketakutan akan hilangnya efektivitas komando ini 

menjadi faktor penghambat utama yang memerlukan pendekatan persuasif serta sosialisasi 

mendalam bagi para komandan di berbagai tingkatan. Tanpa dukungan dari pimpinan tertinggi 

militer untuk mengarusutamakan nilai-nilai restoratif, kebijakan ini akan sulit mendapatkan 

legitimasi di lapangan (Jones, 2023).  

Selain aspek internal, hambatan juga muncul dari minimnya integrasi antara sistem 

peradilan militer dengan lembaga-lembaga pendukung eksternal, seperti pusat konseling atau 

penyedia layanan pemulihan trauma (Farhan, 2023). Ketergantungan pada sumber daya internal 

yang terbatas membuat keberlanjutan program mediasi sering kali terhenti di tengah jalan 

karena pergantian personel atau perubahan prioritas anggaran. Padahal, keberhasilan restorative 

justice sangat bergantung pada konsistensi pendampingan terhadap pelaku dan korban pasca-

mediasi. Oleh karena itu, penguatan kemitraan dengan ahli psikologi dan mediator profesional 

dari luar lingkungan militer menjadi sangat krusial untuk menjamin netralitas dan objektivitas 

proses (Jones, 2023).  

Di sisi lain, kebutuhan akan perlindungan hukum bagi para mediator militer juga menjadi 

isu yang belum terselesaikan. Tanpa adanya jaminan perlindungan atau dasar hukum yang kuat 

mengenai kedudukan mereka, para mediator sering kali merasa rentan terhadap tekanan 

struktural atau tuntutan dari pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil mediasi. Kondisi ini 

menyebabkan banyak potensi mediator enggan untuk mengambil peran aktif. Oleh karena itu, 

revisi terhadap peraturan perundang-undangan militer bukan hanya sekadar menambah klausul 

tentang mediasi, tetapi harus mencakup perlindungan profesi bagi pelaksana mekanisme 

restoratif tersebut. Dengan membangun ekosistem pendukung yang komprehensif, tantangan-

tantangan ini bukan tidak mungkin untuk diatasi, asalkan terdapat kemauan politik (political 
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will) yang kuat untuk membawa perubahan paradigma menuju peradilan militer yang lebih 

modern dan berkeadilan (Lakbanu et al., 2024). 

 

Perbandingan dengan Praktik Internasional 

Dari perspektif internasional, pengalaman di negara-negara lain dapat memberikan 

wawasan penting bagi pengembangan restorative justice di Indonesia. Di Amerika Serikat, 

program Restorative justice Courts untuk militer telah diimplementasikan sejak 2015, dengan 

hasil penurunan recidivism sebesar 30% (Jones, 2023). Ini menunjukkan bahwa pendekatan 

restorative tidak hanya dapat mengurangi angka kriminalitas, tetapi juga dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. 

Di Australia, pendekatan Community Based Justice untuk pelanggaran militer ringan 

berhasil meningkatkan kepuasan korban (Van Wormer, 2022). Perbandingan ini menegaskan 

bahwa integrasi restorative justice tidak hanya memungkinkan, tetapi juga memberikan manfaat 

operasional dan sosial. Negara-negara yang telah berhasil mengimplementasikan restorative 

justice menunjukkan bahwa dengan dukungan regulasi yang tepat dan pelatihan, prinsip ini 

dapat diterapkan dengan efektif dalam konteks militer. 

Secara teoritis, temuan penelitian ini memperkuat teori dual process dalam peradilan 

militer, di mana pendekatan retributif dapat diimbangi dengan proses restoratif untuk 

mewujudkan keadilan yang lebih holistik (McCold & Wachtel, 2020). Integrasi elemen 

restorative justice ini memperluas orientasi hukum militer dari sekadar pembalasan menjadi 

pemulihan, yang tidak hanya memperkaya literatur hukum militer di Indonesia, tetapi juga 

mendorong adaptasi sistem peradilan menuju prinsip-prinsip keadilan yang lebih manusiawi. 

Pada tataran praktis dan kebijakan, transformasi ini menuntut adanya amendemen terhadap 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 guna memasukkan ketentuan eksplisit mengenai 

mekanisme mediasi, hak partisipasi korban, dan program reparasi. Upaya legislasi tersebut 

harus didukung oleh penyusunan pedoman operasional dari Menteri Pertahanan terkait standar 

mediasi, penyelenggaraan program pelatihan komprehensif bagi aparat penegak hukum militer, 

serta pembentukan Restorative justice Unit sebagai pusat pelaksanaan program di setiap 

komando militer (Rahman, 2023). 

Sebagai langkah implementasi, sistem peradilan militer perlu mengembangkan program rintisan 

(piloting) pada kasus pelanggaran disiplin ringan yang dievaluasi secara berkala berdasarkan 

indikator kepuasan korban dan tingkat residivisme. Pelaksanaan program ini juga membutuhkan 

kolaborasi strategis dengan organisasi sipil nonpemerintah yang berpengalaman dalam mediasi, 

serta integrasi yang harmonis dengan sistem peradilan pidana umum guna menghindari konflik 

yurisdiksi (Santoso, 2023). Meskipun demikian, mengingat penelitian ini masih bersifat yuridis 

normatif yang mengandalkan analisis dokumen, kajian ini memiliki keterbatasan karena belum 

menguji efektivitas program secara empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan 

dengan pendekatan kualitatif sangat diperlukan untuk memperoleh gambaran komprehensif 

mengenai dinamika penerapannya. Secara keseluruhan, pengadopsian restorative justice dalam 

peradilan militer bukan sekadar pemenuhan kebutuhan hukum formal, melainkan sebuah 

langkah krusial untuk membangun sistem yang lebih inklusif, adil, dan manusiawi yang dapat 

menjadi acuan perumusan kebijakan di masa depan. 
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PENUTUP 

Analisis terhadap UU 31/1997 mengungkap bahwa sistem peradilan pidana militer 

Indonesia belum mengakomodasi konsep restorative justice secara eksplisit, sehingga masih 

berorientasi pada paradigma retributif. Meskipun demikian, terdapat ruang konseptual pada 

pasal-pasal tentang pembinaan dan reparasi yang dapat dijadikan dasar bagi reformasi. 

Hambatan utama meliputi budaya militer, ketidakjelasan prosedural, dan keterbatasan 

sumber daya. Mengintegrasikan restorative justice dalam peradilan militer tidak hanya 

berpotensi meningkatkan keadilan bagi korban, tetapi juga memperkuat kohesi internal dan 

legitimasi institusi militer. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan amandemen undang-undang, 

penyusunan pedoman operasional, pelatihan, dan pilot program diharapkan dapat menjadi 

langkah awal bagi transformasi peradilan militer Indonesia menuju sistem yang lebih manusiawi 

dan efektif. 
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